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PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI CIREBON

. bahwa ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa telah

diatur dalam Perawran Daerah Kabupaten Crebon Nomor 13
Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan tentang Badan
Permusyawaratan Desa, maka perb disusun petunjuk
pelaksanaan Perawran Daerah dimaksud, yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupan

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan
Daerah-daerabh Kabupalen dalam Lingkungan Propingi Djawa
Barat (Benta Negara Tanggal 8 Agustus 1950):

Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 0 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran MNegara Republk
indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4437);

Peraturan Pemerntah Republik Ingonesia Nomor 72 Tahun 2005
tertang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomar 4387);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Oaersh
Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D§).



MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPAT) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Calam Peraturan Daerah v yang dmaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2 Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Cirebom;
3 Bupat adalah Bupatn Cirebon:

4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APEBD. adalah APBD Kabupaten Crrebon:

5 Perawran Bupah adalakh Peraturan Bupati Cirebon,
€ Keputusan Bupal adaish Keputusan Bupati Cirebon:
7. Camat adalah Camat d Kabupaten Crrebon:

8 Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiki hatas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan MEnNgurus
kepentngan masyarakal setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakw dan dihormati galam sistem
Pemenntahan Negara Kesatuan Republk indonesia:

8 Pemenntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  deh Pemerintah Cesa  dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan  mengurus
kepentingan masyarakal setempat berdasarkan asal-usul dan
adat 1stadat setempat yang diakui dan dhormat dalam sistem
Pemenntahan Negara Kesatuan Republik indonesia;

0Pemenntah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagal
unsur penyelenggara Pemenntahan Desa;

11Kuwu adalah Kepala Pemenntah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemepntahan Desa:

12Perangkat Desa adalab unsur Pemenntah Desa yang membantu
Kuwu dalam melaksanakan tugas, bak tugas pelayanan
kesekretanatan, tekmis maupun kegatan dalam wiayah:

13.Badan Permusyawaratan Desa yang sefanjuinya disebut BPD
adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
Penyelenggaraan  Pemenntahan  Desa  sebagal  unsur
penyslenggara Pemenntahan Desa
e



14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adasiah rencana keuangan tahunan
Permenntahan Desa yang dbahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan
Desa;

15Peraturan Desa adalah perawran perundang-undangan yang
dibuat berdasarkan Persatujuan Bersama Badan
Permusyawaratan Gesa dan Kuwu;

16 Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang kedudukannya dbawah
dusun,

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga
Kemasyarakatan DesafKelurahan yang kedudukannya dibawah
Rukur Warga

18.Pemangku Adat adalah penduduk Desa yang karena
ketokchannya dipercaya oleh warga masyarakat Desa uniuk
menjaga dan melestankan nilai-nilai iuhur adat-istiadat setempat;

19.Golongan profesional adatah kelompok warga masyarakat yang
memiliki profesi tertentu seperli profesi Guru, Dokter, TNI/POLRI,
PNS dan sebaganya;

20 Tokoh Masyarakal adaiah orang yang diakui kaberadaannya
oleh  masyarakal selempat sebagai orang yang memiliki
kemampuan dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat.

BAB H
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

8Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

BPD merupakan mtra Pemerintah Desa yang berfungsi bersama-
sama dengan Pemerintah Desa menetapkan kebijakan Desa dalam
bentuk Peraturan Desa. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat

-



Bagian Ketiga
Veweanang
Pasai 4

BPO mempunyal wewenang

a membahas dan Menelapkan Rancangan Peraturan 0Desa
bersama KLiwu

B melaksanakan pengawasan lerhadap pelaksanaan Peraturan
Desa atau Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu

¢. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kuwu/Penjabat
Kuwu,

d membentuk Pantia Pemilihan Kuwy

€. menggall. menampung, menghtumpun, merumuskan  dan
menyalurkan aspirast masyarakat, dan

f  menyusun tata tertb

BAB il
HAK-HAK BFD

Bagan Pertama
Jems-jems Hak 8PD
Pasal 5

BPD mempunyai hak
a meminia keterangan kepada Pemenntah Desa:
b menyatakan pendapat

Bagan Kegua
Tata Cara Penggunaan Hak Meminta Kelerangan
Kepada Pemernniahan Desa

Pasal 6

BPD dalam meiaksanakan fungst dan wewenangnya berhak
meminta keterangan kepada Pemerintah Desa temang kebiakan
dan sesuatu hal yang ditangani demi kepentingan penyelenggaraan
pemerntahan, pembangunan dan pembinaan kemasvarakat d
Desa

Pasal 7

(1) Palng sedkit selengan ditambah satu darn jumiah anggota BPD
berhak menggunakan usul kepada pimpnan BPD  untuk
mermima keterangan kepada Pemenntah Desa.

(2} Usul sebagamana dimaksud pads ayat {1} disampaikan kepada
pimpinan. BPD. disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani
okeh pengusul.

(3] Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
cdeh Pmpinan BPD disampaikan pada rapat BPD vang dihadin
cieh paling sedikt 2/3 (dua pernga) dan jumiah anggota BPD.

{(4) Dalam rapat BPD sebagamana dimaksud pada ayat (3),
pengusul dibert kesemmpatan membenkan penjelasan dengan
Isan atas usul permintaan keterangannya J

-



(5)
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(3)

Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta  keterangan,

dilakukan dengan membenkan kesempatan kepada -

a Anggota BFD lannya untuk memberikan pandangan,

b Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan
anggota BPD

Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kuwu dapat
disetupn atau ditolak ditetapkan dalam Rapat Paripuma BPD
dimaksug pada ayat (3) atau pada Rapat BPD yang lain

Selama wsul permintaan keterangan belum  mempercieh
Keputusan BPD, pengusul bernak mengajukan perubaban atau
menark kembah usuinya.

Pasal 8

Dalam ha usul permintaan keterangan kepada Kuwu disetuju
sebagal permintaan keterangan BPD, maka Pimpinan BPD
menaruskannys kepada Kiwo dan Kuwu dimintg memberikan
keterangan

Pembicaraan mengena: jawaban Kuwy dimaksud pada ayat (1.
diaksanakan dalam Rapat Paripurna BPD yang dapat dihadiri
Pua oleh Pemenntah Desa dengan memberikan kesempatan
kepada pengusul maupun Anggola BPD iaiNNys  untuk
memberkan pandangan

Alas pandangan pengusul dan anggota BPD lainnya Kuwu
membenkan jawaban.

Alas usul sekurang-kurangnya setengab ditambah saw dan
Jumlah anggota BPD yang ada. dapat menerima atau menaolak
Jawaban Kuwu dimaksud pada ayai (3).

Untuk keperiuan dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan usul
pernyaiaan pendapat

Apabila jawaban Kuwu sebagamana dimaksud pada ayat (3)
tdak diajukan sesuatu  usul pemyataan pendapat, maka
pembiCaraan mengenai  keterangan Kuwu  sebagaimans
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan selesa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 9

Pabng sedikit setengah ditambah saw jumlah anggota BPD,
bernak mengajukan usul pemyataan pendapat.

Usut pemyataan pendapat dmaksud pada ayat (1), sera
penjelasannya disampakan secara teriulis kepada Pimpinan
BPD, dengan dilampin daftar nama yang ditandatangani
pengusul.

Usuk permyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan BPD
disampaikan dalam Rapat Panpurna BPD yang dapat dihadin
pua oieh Pemenntah Desa



(4

(5}

)

Daiam Rapal Parpurna BPD sebagaimana dimaksug pada avat
(3) pengusul diberi kesempatan memberkan penjelasan atas
usul penyataan pendapat tersebut.

Pembicaraan mengenal sesuatu usui permyataan pendapat

dilakukan dengan membenkan kesempatan kepada

a Anggota BPD lannya untuk memberikan pandangan;

P Kuwuuntuk memberikan tanggapan.

¢ Pengusul untuk membenkan jawaban atas pandangan
Anggota BPD dan Kuwu

Pembicaraan diaktin dengan Keputusan BPD yang menenma
atau menolak usul pernyataan pendapat BPD

Pengambilan Keputusan oleh BPD dinyatakan sah jka dilakukan
dalam rapat BPD yang dihadin oleh paling sedikit 23 (dua
periga) dan jumiah anggota BPD dan putusan diambi! dengan
persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari
jumiah anggota yang hagir

BAB W
HAK ANGGOTA BPD

Bagian Pertama
Jenis-janis Hak Anggota BPD
Pasal 10

Anggota BPD mempunyai hak -

b OO0 o

(1)

@

(3)

(4)

mengajukan Rancangan Peraiuran Desa:

mengajukan penanyaan

menyampaikan usul dan pendapat;

memilih dan dipiih sebagal Pmpinan BPD-

memperaieh tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan
Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaan Hak Mangajukan
Rancangan Peraturan Desa
Pasai 11

Paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota BPD
berhak mengajukan rancangan Peraturan Desa

Usul penggunaan hak sebagamana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan
Peraturan Desa disertar penjelasan secara tertuis.

Usul penggunaan hak tersebut oleh pimpnan BPD disampakan
Pada rapat BPD yang khusus membahas rancangan Peraturan
Desa.

Dalam rapat sebagamana dimaksud pada ayat (3). pengusul
diberi  kesempatan membenkan penjeiasan  atas  usul
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



(5) Pembicaraan mengenas suatu usul hak mengajukan rancangan
Peraturan Desa dilaksanakan dalam rapat sebagamana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membenkan
kesempatan kepada
a Anggota BPD lannya untuk memberikan pandangan;

b Kuwu untuk memberikan pendapat;
¢ Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan
anggota BPD dan pendapat Kuwu,

(6} Pembicaraan diakhin dengan Keputusan BPD yang menenma
atay menolak usul penggunaan n&aK mengajukan rancangan
Peraturan Desa menjadi usul BPD

(7) Rancangan Peraturan Desa yang akan diajukan uniuk dibahas
dilaksanakan dengan diawall peyampalan rancangan Paraturan
Desa oieh anggota BPD yang mengusulkan kepada setiap
anggota BPD paling lambat 3 x 24 jam sebalum diaksanakan
rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa

(8} Dalam melaksanakan pembahasan, BPD dapat membentuk
Pania Khusus yang terdiri dan anggota BPD.

(9) Setelah dilakukan pembahasan, BPD menyelenggarakan rapat
yang dihadin ¢lkh Pemenntah Desa dalam pembahasan
rancangan Peraluran Desa

(10}Pembahahasan  mengenar rancangan Peratwran Desa
sebagamana dimaksud pada ayal (9) dengan memberikan
kesempatan kepada Pemenntan Desa untuk menyampaikan
usulan tentang penambahan maupun pengurangan pada
rancangan Peraturan Desa.

(fHasd  dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dbuat dalam laporan hasil pembahasan dan disusun dalam
bentuk rancangan Peraturan Desa berkut lampirannya yang
disertar  laporan singkat rapat deén pembahasan sena
pengambilan keputusannya

(12)Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) dijadkan bahan untuk rapat BPD yang dihagdin cleh
Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas
rancangan Peraturan Desa

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 12

() Sehap Anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan kepada
Pemenntah Desa

(2} Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Fmpinan BPD secara tertuls yang disusun secara
singkat dan jelas disertan tanda tangan dan nama jelas penanya

(3) Pimpnan B8P0 memusyawarahkan dengan penanya tentang
bertuk dan i1 pertanyaan



(4 Pimpinan BPD  menerangkan pertanyaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kuwu,

{5) Jawaban atas pernianyaan sebagamana dmaksud pada ayat {4)
cen Kuwu disampaikan secara tertulils,

(&) Penanya dapat memnia kepada Kuwu agar menjawab
pertanyaan sebagamaan dimaksud pada ayat (5) secara lisan
dalam Rapat Pampurna BPD yang %husus membahas hal
tersebut

(7) Apabila Kuwu belum memenuht permintaan sebagamana
dimaksud pada ayat (5), maka penanya dapat mengemukakan
lagi dengan singkat dan jelas tentang peranyaannya, sahingga
Kuwu dapat membenkan keterangan yang lebin jelas.

Bagian Keempat
Tata Cara Penggunaan Hak Menyampalkan Usul dan Pendapat
Pasal 13

{1} Sevap anggota BPD menyampaikan usul dan pendapat.

(2) Usu dan pendapat sebagamana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara hsar maupun tertuls dalam seltiap kegatan
rapat-rapat BPD

(3) Setap usul maupun pendapat dan anggota BPD waib diaukan
terlebih dahulu kepada pimpinan rapat

{4 Pimpinan rapat memuiki hak untuk menghentikan pembicaran
terhadap suatu usul atau pendapat anggota apabila dipandang
lelah tenawab atau akan mengakibatkan tidak jelasnya
pembicaraan lerhadap usul alau pendapat dar anggola.

Bagian Keima
Tawa cara Penggunaan Hak Memilh dan Dipikh
Sebaga Pimpman BPD
Pasal 14

(1) Setap anggota BPD berhak untuk dipilh dan memih menadi
pmpinan BPD dalam rapat BPD yang diagakan khusus uniuk
pemiliban pimpinan 8PD

{2) Setap anggota BPD yang akan diplih menjadi pmpinan BPD
Pe€ngajuannya dapat diakukan oleh anggeta BPD danfatau
anggata BPD yang akan mencalonkan.

(3) Pengajuan nama caon pmpnan BPD diakukan dengan cara
tertulis atau hsan.

(4 Pengajuan nama calon pimpinan BPD sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) disampaikan kepada pimpinan rapat



Bagian Keenam
Tata Cara Penggunaan Hak Memperaleh Tunjangan
Sesuan Dengan Kemampuan Keuangan Desa danfatau
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pasat 15

(1) Dalam rangka penyeienggaraan kegiatan BPD. sesua dengan
kemampuan keuangan Desa dan/atau ketentuan peraturan
Perundang-undangan, 8PD dapal menganggarkan dalam APB
Desa untuk pembiayaan tunjangan bagi anggota BPD.

(2) Ketuahwakil Ketuz BPD atas dasar hasil keputusan rapat
prpmnan BPD. dapat memenntahkan Sekretans BPD  untuk
mengeluarkan baya bag keperluan tunjangan anggota BPD.

Pasal 16

Jems serta besaran tuniangan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap tahunnya dalam Peraturan Desa tentang APB
Desa setelah lerlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerntah
Desa dan BPD dengan wajb memperhatkan asas  efekifitas,
efistens,, rasional. memperhatkan Kepentingan masyarakat Desa
dan wajar

GAB V
KEWAJIBAN ANGGOTA BPD DAN BPD

Pasal 17

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a mengamalkan Pancasia. meiaksanakan Undang-Undang Dasar
Nepara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaat segala
peraturan perundang-undangan;

b melaksanakan kehidupan demokrasi daiam penyelenggaraan
pemenntahan desa:

c. mempertahankan dan memelhara bukum  nasional  serls
keltuhan Negara Kesatuan Repubkk Indonesia:

d menyerap, menampung, menghimpun dan  menindakianjuti
aspiras| masyarakat;

& memproses pemiithan Kuwu:

f mendahulukan kepentingan umum diatas kepenungan pripad,
ketompok dan goiongan;

3 menghormat  nila-nilar  sosial  budaya dan  adat  istiadat
mas yarakat setempat; dan

h menjaga noma dan etka dalam hubungan kerja dengan
lembaga kemasyarakatan

Pazal 18

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan mformasi  hasil
kneranya kepada masyarakat

2} Penyampaan hasi kinerja BPD disampaikarn paling sedikit 1
(sat) kah dalam 1 {Saw} tahun

/,
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(3) Penyampaian hasi kinerig BPD  dapat  dilakukan melalu

peremuan dengan masyarakat atau media cetak

BAB W
LARANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

aogm

—h

sebagal Kuwu, Perangkat Desa dan Pengurus LPMD;

menjadi Panitia Pemibinan Kuwuy:

sebaga pelaksana proyek desa

merugikan  kepentngan umum, meresahkan  sekeiompok
masyarakat dan mendisknminasikan warga atau  golonhgan
masyarakat lan-

melakukan korups, kolst nepolisme dan menenma uang,
barang danfatau jasa dan pinek RN yang mempengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan diiakukan:

menyatangunakan wewenang dan sumpah/jan)i jabatan:

terhbat dalam kampanye pemiiinan Kuwu.

BAB Vi
PENCALONAN, PEMETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Baglan Penama
Pencalonan
Pasal 20

(1} Anggois BPD adalash wakil dan penduduk Desa yang

(2)

()

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan
dengan cara musSyawaran dan mufakat.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat
berasal dan Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan
Profesi. pemuka agama dan ickch masyarakat lainnya

Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia

yang memenuni syaral-syarat

a. berlagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b setia dan 1aat kepada pancasila, Undang-Undang Dasar
1945 dan Pemenntah Republk Indonesia;

¢ bersedia dusulkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD;

d terdaftar sebagal penduduk desa yang bersangkutan secara
san dan bertermpat unggal tetap d Desa yang bersangkutan
sekurang-kurangnya 2 ({dua} tahun terakhir pada saat
musyawarah pembentukan atau pemilihan anggota BPD
penggant antar waktu, kecuahr Putera Desa

e ftidak pernah dihokum karena melakukan tndak pidana
kepahatan dengan apcaman hukuman paling singkat 5 (lima}
tahun aau lebih;

f  sekurangkurangnya memiliki tanda tamat belajarfberijazah
Sekolah  lLanutan Tingkat Pertama ({SLTPY atau vang
sederajat;
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g berkelakukan bak, jyur dan adil;

h  sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puiuh Ima) tahun
dan setinggi-tingginya telan berumur B0 (enam puluh) tahun
pada saal musyawarah, pembentukan anggota BPD:;

I mengenal dan dkenai oleh masyarakal desa yang

bersangkutan;
| memenuht syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peratyran
De=sa
Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 21

Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat,

Pasal 22

Tata Cara musyawarah penetapan Anggota BPD adalah sebagai
berikut

b

pemerintah desa membertahukan kepada masyarakat melglui
Ketua RW tentang akan ditélapkannya Anggota BPD;
ketua RW selanuinya mengumumkan kepada masyarakat
tentang akan dibentuknya Anggota BPD atau untuk pengisian
kekosongan anggota BPD melalui rapat d tingkat Rw:
Ketua RW selanutnya mengundang pemangku adat, golongan
profes);, pemuka agama dan itokoh atau pemuka Masyarakat
yang ada d wilayah RW tersebuyt,
Rapat d bngkat RW dipimpin oleh Panitia Musyawarah tingkat
RW yang terdin alas
Ketua merangkap anggota,
< Wakl Ketua merangkap anggota;
Sekretans merangkap anggota;
Panita Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d dipilih
dan dan oeh pemangky adat, golongan profes; pemuka agama
dan tokoh atau pemuka masyarakat yang hadr pada saat rapat
secara musyawarah uniuk mufakat,
T;gas Pania musyawarah penetapan anggota BPD tingkat RvY
adalah
*  memimpin jalannya musyawarah RW untuk menjaring Calon
anggota BPD tngkat RW paling sedkit 2 (dua} orang dengan
mengurutkan nomor uat masing-masing Calon berdasarkan
hasil keputusan musyawarah,
- Membuat Benta acara Musyawarah dan keputusan Panitia
Mus yawarah tentang Penetapan Calon dan wilayah Rw;
- Berta Acara Musyawarah dan  Keputusan  Panitia
Mus yawarah beserta nama-nama Calon anggota BPD
dilaporkan oleh Pantia kepagda Ketua RW

Pasal 23

{1) Dalan hal masing-masing wiayah RW telah selesai

melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, selanjutnya Pemerintah Desa mengundang Ketua RW
dan Ketua RT untuk hadi pada acara musyawarah pendahuluan
penetapan anggota BPD dengan membawa nama-nama Calon
anggota BPD yang telzh tenanng



{2}

(3)

{1}

(2)

e
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Musyawarah pentanuluan penetapan anggota BPD dengan
peserta musyawaran adaiah Ketua RW dan Ketuaz RT, dibuka
oeh Kuwu yang selanjutnya dipimpin cleh Paniia Musyawarah
pendabuluan penetapan anggote BPD yang digiih dan dan oleh
peseria yang hadir déngan susunan terdri aas

ketua merangkap anggota;

Wakil Ketua merangkap 2nggota,

Sekretaris merangkap anggota.

Tugas dan Panitia Musyawarah pendahuluan penetapan

anggﬂta BPD adalah
Mermimpin jaiannya musyawarah pendahuluan penetapan
anggota BPLD,
WMembuat Berta Acara MuSyawarah dan Keputusan Parutia
Musyawarah Pendahuluan tentang Penetapan Calon
anggota BPD yang merupakan daftar nama-nama Calon
anggota BPD berdasarkan hasih penyarngan d tingkat RwW,

- Berta Acara dan Keputusan Parnitia Musyawarsh tersebut
selanjutnya dilaporkan kepada Kuwi.

Fasal 24

Setelah  nama-nama Caon  anggota BPD sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 23 telah ditetapkan, selanjutnya
Pemenntal Desa memfasitasl pelaksanaan musyawarah
penetapan anggota BPD dengan mengundang para Ketua RW,
Ketua RT cdan Calon anggota BPD yang telah tenjaring,
musyawarah dibuka oleh Kuwu dan selanjutnya dipimpin oleh
Pamia Musyawarah penetapan anggota BPD yang dipiiih dari
dan oieh peserta musyawarah yang hadr dengan susunan terdin
atas

Ketua merangkap anggota;
- Wakil Ketua merangkap anggota,
- Sekretans merangkap anggota,

Tugas dan panta musyawarah penetapan  anggota BPD
adaiah
- Memimpin jalannya musyawarah penetapan anggota BFD,

- Membuat Berta Acara Musyawarah dan Keputusan Panitia

Mus yawarah tentang Penetapan Anggota BPD:;

- Benta Acae Musyawarah dan  Keputusan  Panma

Mus yawaratt tentang Penetapan Anggota BPD tersebut
selanjutnya dilaporkan kepada Kuwu untuk selanjutnya oleh
Kuwu diusulkan secara tertulls kepada Bupati melalul Camat,

Calon anggota BPD yang telan ditetapkan berdasarkan Benta
Acara dan Keputusan Musyawarah Penetapan anggota BPD
Pada saat dwusulkan cleh Kuwu secara terulis kepada Bupati
melalul Camat, wapb menyertakan data-data yang disyaratkan
sebaga Calon anggota BPD

Senap pesernta musyawarah pengtapan anggota BPD yang hadir
sebagamana dimaksud pada ayal (1) memiiki hak suara
masing-masing  sebanyak 1 (satu) suara uniek dipdh  dan
memilih sebagal panma musyawarah danfatau sebagal anggoia
BPD



(5) Delam hal musyawaran sebagamana dimaksud pada ayat (2
ndak tenadl kesepakatan secara musyawarah, Maka pada saat
I uga diambil suara terbanyak dan peserta musyawarah

Fasal 25

Jumiah anggota BPD ditetapkan sebagsi berikut

a. Jumiah penduduk sampai dengan 2.500 jwa sebanvak 7 orang:

b. Jumlah penduduk antara 2501 pwa sampal dengan 5000 jwa
sebanyak 9 orang;

¢ jumiah penduduk diaias 5000 pwa sebanyak 11 orang

Pasal 26
(1) Pengesahan anggota BPD dnetapkan dengan Keputusan Bupah

(2 Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpan/i an) dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati

(3) Pelantkan Anggota BPD dilakukan oieh Bupat,

{4) Susunan kata-kata sumpah/jan; Pimpinan dan Anggota BPD
adalah
"Demi Adlah (Tuhan). saya bersumpah/berjany bahwa saya akan
memenui kewapban saya selaku KetuaMakil KewalAnggota
BPD dengan sebaik-baknya Seupur-juumya, seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu tesat dalam mengamalkan dan
memperahankan Pancasla sebagal dasar negara, dan bahwa
saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai konsbtusi negara serta segaia
Peraran perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang
Oerfaku bag Desa Daerah dan Negara Kesatuan Republk
Indonesia |

Bagian Ketga
Pemperhentsan
Pasai 27

(1) Keanggotaan BPD pernent karena
a. meninggal dumg;
b atas permimaan sendin;
¢ telah perakhr masa jabatan dan telah dilzntknya anggota
8PD yang paru,

(2) Keanggctaan BPD diberheniikan karena

a. melanggar sumpah dan @

b melakukan tndak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap;

G melakukan perbualtan yang melanggar larangan bag
Pimpinan dan Anggota BPD:

d hdak melaksanakan tugas sebagal Pimpinan atau Anggota
B8P0 odanfatay berhalangan tetap selama 3 (nga) bulan
bernturut-turut



(3)

(4)
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Usul pempernenuan anggota BPD yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
hwuf b seta ayat (2) huruf b, langsung disampaikan oleh
Pimpinan BPD secara tenuiis kepada Bupat.

Apabia Pimpinan BPD udak menyampakan usul pemberhentian
anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat
menyampaikan usuian dimaksud.

Usulan pemberhentan anggota BPD yang telah  memenubn
ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf ¢
dan huruf d secara tertuls dilakukan oleh Pimpinan BPD setelah
mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga} dan jumlah anggota
BFD

Dalam hal Pimpinan BPD sebagamana dimaksud pada ayat (5)
tdak  mengusulkan maka Camat wajb mengusuikan
pemberhentian setelah diadakan peneltian dan pemerksaan
adeh Tim dan Kecamatan danfatau Badan Pengawasan Daeran

Proses peneltian dan pemeriksaan yang  diakukan
sebagamana omaksud pada ayat (8) cidasarkan atas
pengaduan anggotz danfatau masyarakat,

Proses penelitian dan pemenksaan sebagamana dmaksud
pada ayat {(6) meliputr penyelidikan, venfikasi dan pengambilan
keputusan

Pengaduan oieh anggota BPD  danfatau  masyarakat
sebafaimana dmaksud pada ayat {7) disyaratkan diakukan
secaa  fentuls.  ditandalangani  oleh  pengadu  dengan
mencantumkan nama jeias. nomor KTP dan alamat iengkap
serta diampin dengan bukb-bukti pelanggaran yang dilakukan
gleh anggoie BPD,

Pasal 28

Dalam hal tenad knss kepercayaan yang meluas terhadap
seluruh Anggota BPD, Bupan dapat menetapkan pemberhentian
bag seiuruh Anggota BPD dmaksud didasarkan atas laporan
hasil penelitian dan pemerksaan oleth Tm Kecamatan danfatau
Badan Pengawasan Daerzh

Peneltian dan pemernksaan sebagaimana dmaksud pada ayat
(1) diakukan sesuar dengan ketentuan yang dimaksud daiam
Pasal 27

Selain pemberhentian bagi seluruh anggota BFD yang diatur
pada ayal (1) dan ayat (2). Bupati juga dapat memberhentkan
seluruh anggota BPD dengan didasarkan atas iaporan hasil
fasitas Camat.

Laporan hasi fasitas: Camat tersebyt didasarkan atzs hasii
musyawarah masyarakat Cess dengan katentuan
pelaksanaanya sebagal berikut



(1)

(2}

(3)
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& Paing sedikt dhadri oleh 23 (dua pertiga) dari jumfah
seluruh Ketua RT dan Rw:

b selan dhadn sebagaimana dimaksud huruf a juga dihadin
oleh pemangku adai, golongan profes, pemuka agama dan
wokoh atau pemuka masyarakat lannya,

Fazal 28

Pmpnan dan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan
sebelum berakhirnya masa jabatan diadakan pergantian

Pergantian sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalzh
rerganttan anggota antar waktu

Masa |abatan anggota pengganti antar wakiu adaiah sisa wakiu
masa Jabatan anggota BPD yang diberhentkan.

Mekamsme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu
dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 23 Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal %

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN 8PD

Bagian Pertama
Jems Aiat Kelengkapan BFD
Pasal 3

Alat kelengkapan BPD terdin atas

a Fimpnan;

b Panmia Musyawarah,

S KOs

d Panitia Anggaran; dan alat keiengkapan ian yang diperiukan

Alat-alat kelengkapan sebagamana dimaksud pada ayat (1)

mengaiur tata keranya sendin dengan persetujuan pimpinan
BPD

Bagan Kedua
Fimpnan BFD
Pasal 31

Pimpinan BPD mempunyal tugas

a memmpin rapat-rapat dan menyimpulkan hasi rapat untuk
mengambil keputusar:

b menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja
antera keta, wakil ketua dan sekretarig

€ menadi juru Cara BPD,

d melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD:

e mengadakan konsultasi dengan Kuwu dan  lembaga
kemasyarakatan Desa sesua dengan keputusan BPD:

f melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan
sanksi atau rehabilitast anggota BPD  sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;



(2)

(3

(1)

(2)
()

)

{2}

(1)

(2)

4. mempertanggungjawabkan  pelaksanaan iugasnya yang
disampaikan dalam rapal Panpurna BPD

ADabila Kensa, Wakil Keta dan Sekretaris B8P0 mennggal
dunia.  mengundurkan dr  secara  tertubs, Ydsk  dapat
melzksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
ietap  secars bersama-sama.  tugas-lugas pmpiman  BPD
dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang berjumiah 3 (figa)
orang yang dipiin dan dan oleh anggota.

Selanutnya diadakan proses penelapan anggota B8PD penggant
antar wakiu dan diadakan kemball proses musyawarah untuk
mMenetapkan pimpinan yang baru,

Bagian Ketga
Panta Musyawarah
Pasal 32

Panila musyawarah merupakan alai Kelengkapan BPD yang
bersifat tetap dan cibentuk olen BPD pada awal masa jabatan
keanggotaan BFD

Panmia musyawarah benumlah 5 (ima) orang

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretans BPD karena Jabatarnya
adalah pimpinan Pariia Musyawarzh merangkap anggota.

Susunan keanggotaan Parutia Musyawarah ditetapkan dalam
Rapat BPD

Pasal 33

Pamuva Musyawarah mempunya; tugas

a8 membenkan perimbangan tentang penetapan program kena
BPD aminta aiau udai dirmingz

b menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat BPD:

€ merekomendaskan pembentukan panitia kKhusus.

Panitia Musyawarah wajib

8 mengadakan konsultas) dengan Semua anggota BPD
sebeium mengikull rapat Paniba Musyawarah,

b. menyampakan pokok-pokoOk hasil rapat Pamtia Musyawarah
kepada seluruh anggota BPD

Bagian Keempat
Komisi
Pasal 34

Komisi merupakan alat kelengkapan BPD yang bersfal tetap
dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan
BPC.

Setap anggota BPD kecuall Ketua BPD, wajb menpadl anggota
salah sall Komss.



(3)

(4)

(3]

(&)

(7)

{8)
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Jumiah komisi sebagarmana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3
{hga) kormsi.

Kormisi sebagaimana dmaksud pada ayat (3) terdin atas
a Komisi Pemernntanan:

b Komisi Pembangunan;

C Komisi Kemasyarakatan

Setap komisi dipimpin okeh Ketyua

Ketua Komisi cipiih dan dan oieh anggota komisi dan dilaporkan
dalam rapat BFD

Masa penempatan setap anggota daiam  komist  dan

perpindanan ke komisi lan diputuskan setiap 1ahun dalam rapat
BFD

Anggota BPD pengganti antar wakty menduduki tempat anggota
Komisl yang diganukan

Pasal 35

Komisi mempunyal tugas

a
o

c

(1

(2)

memperahankan dan memelhara kerukunan nasional serta

keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia;

melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Oesa

dan rancangan Kepulusan BPD:

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan,

pemenntahan. dan kemasyarakatan sesual dengan bidang

kamisi masing-masing.

membantu pmpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian

rangaalah yang disampaikan oleh Kuwu dan masyarakat kepada

menarima. menampung dan membahas serta meningaklanjut

Aspiras| mas yarakat:

g:smpemaukan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat d
a.

mengadakan rapat kefna <dan dengar pendapat dengan

Femernntah Desa

mengajukan usul kepada pmpinan BPD yang termasuk dalam

ruang Imgkup bidang tugas masing-masing komisy,

memberkan laporan secara tertuls kepada pmpinan BPD

temang hasi pelaksanaan tugas komisi

Bagian Kelima
Pantia Anggaran
Pasal 36

Pania Anggaran merupakan alal kelengkapan BPD yang
bersfat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa |abatan
keanggotaan BFD

Fantia Arggaran terdin atas pimpman BPD ditambah satu wakil
dan setidaD komsi



(3)

4

(5)
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Ketua Waki Ketua dan Sekretans BPD karena jabatannya
adalah Ketua, Wakl Ketua dan Sekretanis Panitia Anggaran.

Susunan keanggotaan. Kewa, Waki Ketua dan Sekretars
FPanitia Anggaran ditetapkan daiam rapat BPD

Masa Jabatan Panma Anggaran dapat diubah pada satiap tahun

Pasal 27

Panita Anggaran mempunyal wgas

a

()

(2)

(3)

(4)

2}

memberkan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran
BPFD kepada Kuwu dalam mempersiapkan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Beiana Desa (APB Desa)

memberkan  saran  dan  pendapat terhadap  rancangan
perhitungan anggaran yang disampakan oleh Kuwyu kepada
BPD

Mmenyusun anggaran belana BPD dan memberkan laporan
kepada selurih anggota BPD tentang susunan anggaran belan)a
BPO

FPasal 35

Pimpinan BPD dapat membentuk alat kelengkapan lan yang
diperiukan berupa Pamila Khusus dengan Keputusan SPD atas
usul dan pendapat anggota BPD  setelah mendangar
gemmbangan Panitia Musyawarah dengan persetujian Rapat
PD

Pamtia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tidak tetap

Jumiah anggota Panite Khusus sebagaimana dmaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkan
dan disesuakan dengan program/kKegiatan seria kemampuan
anggaran

Ketua, Waki Ketua dan Sekretars Panita Khusus dipiih  dar
dan olen anggacta Panima Khusus

Susunan keanggotaan, Ketua Wakl Ketua dan Sekretans
Paniba Khusus ditetapkan dalam Rapat BPD

BAB X
RAPAT BPD

FPasal 39

BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 {empat)
kah datam setahun

Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagamana oimaksud
pada ayat (1) atas permintaan paing sedkit 145 (satu perima)
dari  Jumlah anggota BPD atau dalam ha  tertentu atas
permintaan Kuwu



(3)

(4)
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Hasl rapat BPD sebagamanz dimaksud paga ayal {2)
ditetapkan dalam Keputusan BPD dan hasi Keputusan Rapat
Pimpinan BPD dnetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.

Kepusan BPD dan Keputusan Ptmpinan BPD tdak boieh
berientangan  dengan kepentngan umum  dan  ketentuan
peraturan pefundang-undangan

Keputusan BPD dan Kepuwsan Pimpinan BPD dilaporkan
kebada Camat dengan tembusan Kuwu paling iambat 20 {tiga
pulun) har seeiah ditetapkan

Fasal 40

Jenis Rapat BPD tergin aas

a

)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hapat Parpurna 8PD yang merupakan rapat anggota BPD,
dipmpin oleh Ketua dan Wakl Ketua dan merupakan forum
terungal dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD, antara
lan  uniuk  menyetuju  rancangan Peratran Desa men|ad
Peraturan Desa dan menetapkan Keputyusan BPOD:

Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oeh
Ketua BPD:

Rapat Pantia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia
Musyawarah. dipmpin oleh Ketua dan Wakl Ketua Pamtia
Mus yawarah:

Rapat Koms merupakan rapat anggota komisi dipmpin oleh
Ketua dan Wakd Ketua Komisi:

Rapat Pammia Anggaran merupakan rapat anggota Panita
Anggaran dipimpin oleh Ketwa atau Wakl Ketua Pantia
Anggaran:

Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara BPD/Komisi/
Panma Khusus dengan Kuwu atau unsyr Pemerintah Desa dan
lembaga kemasyarakatan Desa

Pasal 4

Rapbat Panbuma DPRD dmyatakan sah apabila dihadin secara
fisik oleh 203 (dua pertiga) dan urniah anggota BPD yang ada

Pulusan sebagamana dimaksud pada ayat (1) diietapkan
dengan persetujuan paling kurang 2/ (dua pertiga) dan jumlah
anggota BPD yang hadir

Pulusan sebagamana amaksud pada ayal {2) dietapkan
dengan persetyjuan paling kurang % (setengah) ditarmbah satu
dar Jumiah anggota BPD yang hadir

Putusan sebagaimana dmaksud pada ayat () ditetapkan
dengan suara terbanyak

Sebelum mengambil putusan sebagamana dimaksud pada ayat
(3) dan ayal (4). terlebin dahulu diupayakan pengambilan
putusan dengan musyawarah uniuk mencapal mufakat.
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(2)
(3

{4)

{n

)

{3)

(1)

(2}

&)

20

Pasal 42

Sebeium menghadirt rapat. anggota BPD harus manandatangani
daftar haor rapat

Untuk para undangan. disediakan daftar hadir rapat tersendin.

Rapat dibuka olen pimpinan rapat apabila korum telah tercapa
berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.

Anggota BPD yang hadr @kan meninggalkan ruangan rapat,
wayh membertahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 43

untuk setiap rapat dibuat nsaiah, yang merupakan catatan rapat,
yang dbuat secara iengkap dan bensi  seluruh jalannya
pembicaraan yang diakukan dalam rapal serta dilengkap
oengan catatan temang -

lens dan sifat rapat;

har dan tanggal raoat;

empal rapat:

acara rapal

wakiu pembukaan dan penutupan rapat;

ketua dan Sekretans rapat:

jumiah dan nama anggota yang menandatangan daftar hadr
rapat. dan

h  undangan yang hadir

O P o0 oD

Risalah  rapat sebagamana dmaksud pada ayat (1)
ditandatangan oleh pimpinan rapat.

Sekretans Rapat menyusun nsalah  uyntuk dibagkan kepada
anggota dan phhak yang bersangkutan selelah rapat selesal.

Pasal 44

Dalam setap rapat B8P0 dibuat catatan rapat dan {aparan
siNgkat yang diandatangani oleh pimpinan  rapat  yang
bersangkutan.

Catatan rapat sebagamana dimaksud pada ayat (1), memuat
pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang
dihasikan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
serta diengkap: dengan catalian tentang hal sebagairnana
gimaksud dalam Fasal 43

Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
kesimpulan dan/atau keputusan rapat
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BAB X
KEUANGAN BPD

Fasal 45

{1} Untuk kegatan BPD disediakan biaya operasional sesual
kemampuan keuangan desa dan atau perauran penungdang-
undangan yang dieloia oleh Sekretarat BRD

(2) Keuvangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap tanun dalam APB Desa.

Pasal 46

Anggaran Belanfa BPD sebagamana dimaksud dalam Pasal 45
dkeioa olen Sekretanat BPD,

Pasal 47

Sekretans BPD selaku pengelola anggaran BPD bertugas :

amenenma dan mengeluarkan uang;

B mencatat penenmaan dan pengeluaran uang:

C menyusun dan menyampakan pertanggungiawaban pengeluaran
belanja 8PD

BAB X
KETENTUAN PERALIRAN

Pasal 48

{1) Perawran Tata Tenn BPD yang €lah zda, agar disesuaikan
dengan Peraturan Bupatr m paling lambat 6 (enam) bulan sejak
ditetapkannya Peraiuran Bupati i

{2) BPD yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati vt ditetapkan,
elap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampa habis
Masa japatannya. dengan keteniuan setiap tugas  dan
wewenand yang dilaksanakan wajb memenutt  ketentuan
sebagamana diatur dalam Feraturan Bupati ini

(3} Jumiah anggota BPD yang meiebini atau sama dengan jumiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tetap melaksanakan
tugas dan wewenangnya sampal akhir masa jabatan.

(4) Dalam nal mmiah anggota BPD kurang dan  ketentuan
sebagamana dmaksud dalam Pasal 25 maka kekurangan
tersebut dissi dengan cara musyawarah dan mufakat,

(5} Atribut. nomenklatur, papan nama, siempel dan tata naskah
dinas BPD ditetapkan dalam Keputusan Bupat.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 42

Hal-nal yang belum diawr qaiam Peraturan Bupatl i diatur lebih
lanut dengan Perawran Desa gan/atau Peraturan BPD

fasal 30

Paling lambat 6 (enam) bulan $e8x anetapkannya Peraturan Bupat
ini. Mmaka segala atnbut, nomenklatur, papan nama, kop surat, cap/
stempel yang berkanan gengan BPD harus menyesuaikan dengan
Peraturan Bupat 1ni

Fasal 51
Peraturan Bupau n mula berlaku pada tangpal dundangkan
Agar sellap orang oOapat mengetshuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraluran Bupau m dengan penampatannya dalam
Bera Daerah Kabupaten Crebon

Dietapkan & Sumber
pacd langgal <./ =

jﬂu AT CIRERON, /

=

\'/DED| SWPARDI

Dndangkan & Sumber

pada tanggal

SEKRE TARIS DAERAH KABUFPATEN CIREBON.

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI:



BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang Oelum diatur daiam Peraturan Bupati im diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Desa danfatau Peraturan BPD

Pasal &)

Paing lambat & (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati
N, maka segala atnibut. nomerklatur, papan nama, Kop surat, cap/
stempel yang berkaitan dengan BPD harus menyesuaikan dengan
Peraturan Bupat ini.

Pasal §1
Peraturan Bupau »n mular berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar senap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Paraturan Bupat n dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Chtetapkan 4 Sumber
pada 1anggal

DEDISUPARDI

Diundangkan d Sumber
pada tanggat

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI



